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ABSTRAK
KAJIAN HUKUM ATAS PENOLAKAN PERMOHONAN JUDICIAL REVIEW OLEH
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM DELIK KESUSILAAN
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016)
OLEH
JUNINDRA DUHA
NPM : 15.840.0087
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Kewenangan Mahkamah konstitusi diperoleh langsung dari Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk melakukan
judicial review pengujian materil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi sebagai pembatal
norma (negative legislator). Melalui Putusan No. 46/PU-XIV/2016 (Uji Materi Pasal Kesusilaan
dalam KUHP). Mahkamah Konstitusi menolak secara keseluruhan gugatan pemohon tentang
permohonan uji materi Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP dalam Perkara Nomor
46/PUU-XIV/2016. Adapaun Rumusan masalah yang akan dilakukan penelitian ini adalah
bagaimanakahpengaturan hukum atas Penolakan Permohonan judicial review oleh Mahkamah
Konstitusi Dalam Delik Kesusilaan, bagaimanakahdasar pertimbangan Hakim Mahkamah
Konstitusi dalam menolak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PU-XIV/2016 dan
bagaimanakah akibat hukum dari putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum
empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan
pendekatan konseptual dan pengambilan data berupa wawancara. Sumber bahan hukum yang
digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum. Berdasarkan hasil
penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam putusan tersebut Mahkamah
Konstitusi telah menjalankan kedudukannya sebagai negative legislator yang hanya sebagai
penguji norma peraturan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan suatu
norma dalam undang-undang konstitusional bersyarat ataupun inkonstitusional bersyarat yang
mempersyaratkan pemaknaan tertentu terhadap suatu norma dalam undang-undang untuk dapat
dikatakan konstitusional, namun Mahkamah Konstitusi dituntut untuk tidak boleh masuk wilayah
kebijakan hukum terbuka pembuat undang-undang. Putusan tersebut juga menimbulkan akibat
hukum, Putusan yang dihasilkan oleh mahkamah konstitusi bersifat final, tidak memiliki upaya
hukum untuk ditinnjau kembali. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengikat pihak-
pihak berperkara (interpartes), tetapi juga mengikat dan/atau ditujukan bagi semua warga
negara, lembaga/pejabat negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia (erga
omnes).

Kata kunci: Judicial review, Mahkamah Konstitusi, delik kesusilaan.
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ABSTRACT
LEGAL ASSESSMENT OF THE REJECTION OF JUDICIAL REQUESTS BY THE
CONSTITUTIONAL COURT IN DELICATION OF AUTHORITY
(Study of the Decision of the Constitutional Court Number 46 / PUU-XIV / 2016)
BY
JUNINDRA DUHA
NPM: 15.840.0087
FIELD: CRIMINAL LAW

The authority of the Constitutional Court was obtained directly from the 1945 Constitution
of the Republic of Indonesia. The Constitutional Court has the authority to conduct judicial
review of material testing of laws against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The
Constitutional Court in examining the law against The 1945 Constitution of the Republic of
Indonesia functions as a nullifying norm (negative legislator). Through Decision No. 46 / PU-
X1V /2016 (Test for Article on Decency in the Criminal Code). The Constitutional Court rejected
the claim of the applicant as a whole regarding the request for judicial review of Article 284,
Article 285 and Article 292 of the Criminal Code in Case Number 46 / PUU-XIV / 2016.
Adapaun The formulation of the problem that will be carried out by this research is how is the
legal arrangement for the Rejection of the Request for Judicial Review by the Constitutional
Court in Decency Delegation, how is the consideration of the Constitutional Court Judge in
rejecting the Constitutional Court Decision Number 46 / PUU-XIV / 2016 and what are the legal
consequences of the decision . This research is empirical legal research, using a legal approach,
case approach, and conceptual approach and data collection in the form of interviews. The
sources of legal material used are primary, secondary, and non-legal materials. Based on the
results of the research and discussion, it can be concluded that in the decision the Constitutional
Court has carried out its position as a negative legislator who only acts as examiner of statutory
norms. The Constitutional Court can declare a norm in conditional or unconstitutional
constitutional law that requires certain meanings of a norm in the law to be considered
constitutional, but the Constitutional Court is required not to enter the law's open legal territory.
The verdict also caused legal consequences, the verdict produced by the constitutional court was
final, had no legal effort to be reviewed again. The decision of the Constitutional Court is not
only binding on parties (interpartes), but also binding and / or intended for all citizens,
institutions / state officials and legal entities within the territory of the Republic of Indonesia
(erga omnes)..

Keywords:Judicial review, Constitutional Court, decency offense.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.

Suatu negara hukum seperti Indonesia, haruslah menghormati dan
menjunjung tinggi prinsip-prinsip dari negara hukum. Salah satu prinsip negara
hukum tersebut adalah pengakuan prinsip peradilan yang bebas dan tidak
memihak.! Peradilan yg bebas dan tidak memihak hanya akan terselenggara dalam
suatu kekuasaan kehakiman yg merdeka..

Ada berbagai hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah
hukum pidana. Hukum pidana ini bertujuan untuk mencegah atau menghambat
perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum
yang berlaku. Karena bentuk hukum pidana merupakan bagian dari pada
keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, serta meletakkan dasar-dasar
dan aturan-aturan dengan tujuan untuk:®> menentukan perbuatan mana yang tidak
dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana
tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan
dalam hal apa, kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat
dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan
dengan cara bagaimana penanganan itu dapat dilaksanakan apabila ada orang

yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

"Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI, cet. ke-1, (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2006), him.1

2Moeljatno. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana.
Jakarta: Bina Aksara. Hlm. 1.
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Delik khusus sering juga disebut Delik atau tindak pidana dalam KUHP.
Penyebutan, Delik khusus dalam KUHP di dasarkan pada pertimbangan bahwa
pengaturan tentang delik atau tindak pidana pada dasarnya tidak hanya terdapat di
dalam KUHP, melainkan juga terdapat di dalam berbagai Undang-undang di luar
KUHP. Berbagai Undang-undang di luar KUHP yang memuat ketentuan pidana,
sebagian di antaranya bersifat menambah atau memperluas atau bahkan merubah
berbagai ketentuan yang terdapat di dalam KUHP, sedangkan sebagian lainnya
memang mengatur berbagai tindak pidana yang belum terdapat pengaturannya di

dalam KUHP.3

Kejahatan kesusilaan, diatur dalam KUHP Bab ke X1V Buku ke II dalam
Pasal 281 sampai dengan Pasal 303. Perempuan dan anak biasanya yang menjadi
korban kekerasan asusila yakni terhadap kejahatan kesusilaan dan berbagai
pelanggaran kesusilaan. Namun dalam penulisan ini penulis lebih menyoroti
kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan khusus dalam pasal 284, 285 dan 292
KUHP mengenai perzinaan, pemerkosaan, dan Pencabulan terhadap sesama jenis.

Hal ini dikarenakan hukum pidana dipandang sebagai social defence
untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dan sesuai dengan politik
hukum pidana, tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan
masyarakat dari kesejahteaan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam
masyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban dan

pelaku.*

*Natangsa Surbakti, BPK Delik Khusus. Fakultas Hukum UMS. 2009. Hlm. 1-2.
4 M Sholehudin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,
2003), hlm.58-59
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Hukuman dibuat untuk mencegah timbulnya pelanggaran aturan dan
menimbulkan efek jera agar para pelakunya tidak lagi mengulangi perbuatan
serupa dan tidak terlepas dari nilai keadilan yang utama. Bertitik tolak dari aspek
tersebut, maka telaah hukum, yaitu mengenai penyimpangan seksual akan menjadi
sisi lain dari ketidakhormatan pada sisi wahyu, spiritualitas dan ritualitas, serta
moralitas.

Lahirnya Mahkamah Konstitusi, sebagai suatu badan atau lembaga
tersendiri disamping Mahkamah Agung dalam menjalankan kekuasaan judikatif
adalah satu fenomena yang bersifat global. Kewenangan yang direbut oleh
Mahkamah Agung AS dibawah kepemimpinan John Marshal, ketika pada tahun
1803 mengadili perkara Marbury vs Madison, telah menjadi inspirasi bagi negara-
negara Eropah untuk mengadopsi lembaga tersebut’. Meskipun kewenangan
tersebut dipandang merupakan hal yang sedikit banyak merongrong konsep
separation of powers yang mendasari system ketatanegaraan Amerika, karena
dipandang merupakan campur tangan terhadap kewenangan legislative. Namun
gagasan dan lembaga constitusional review tersebut telah menyebar secara global
seperti api liar (wild fire). Setelah diterima di benua Eropa Barat, terutama
setelahperang dunia pertama-tama hampir secara serentak, bekas negara-negara
komunis mengadopsi system tersebut, dengan membentuk Mahkamah Konstitusi
secara terpisah dari Mahkamah Agung (MA) benua lain juga, bekas negara-negara
otoriter, yang mengalami transisi menjadi negara demokrasi, mengadopsi lembaga

MK tersebut dengan kewenangan constitusional review sebagai core business-nya.

5> Maruarar Siaahaan, Beberapa Perkembangan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Dalam Praktek, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 17 Maret 2007.
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Dibidang judikatif, kemandirian MA dan dibentuknya MK sebagai
bentuk judicial control dalam kekuasaan legislasi, adalah dalam kerangka
mengefektifkan mekanisme checks and balances diantara cabang-cabang
kekuasaan negara, yang sebelumnya tidak berjalan. MK yang dibentuk melalui
perubahan ketiga UUD 1945 dan UU Nomor24 Tahun 2003, resmi beroperasi
sejak dilantiknya Hakim-Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Agustus
2003. Tahap awal 14 perkara yang diterima Mahkamah Agung sebelum MK
terbentuk, telah menjadi perkara pertama yang menjadi tugas MK menanganinya
dalam kewenangan constitusional review tersebut. Perkara pengujian undang-
undang terhadap UUD 1945, dalam praktek telah menjadi jenis perkara yang
dominant.Kekuasaan kehakiman di Indonesia dijamin oleh UUD 1945 sebagai
kekuasaan yang merdeka®. Kekuasaan kehakiman yang merdeka berarti kekuasaan
negara yang bebas dari pengaruh ekstra yudisial untuk menyelenggarakan
peradilan.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2a) perubahan ketiga UUD 1945, kekuasaan
kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan
tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian,
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mempunyai kedudukan yang sejajar
dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang merdeka demi
tegaknya hukum dan keadilan. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma

kekuasaan dari paradigma pembagian kekuasaan (distribution of power) ke

® Ibid.
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paradigma pemisahan kekuasaan (separation of power). MK tidak hanya sederajat
dengan MA, melainkan juga dengan lembaga lain seperti MPR, Presiden, DPR
dan lain sebagainya, sehingga kesetaraan ini akan menyeimbangkan proses checks
and balances yang akan dilakukan terutama oleh MK’. Keputusan untuk
membentuk MK merupakan sebuah langkah yang penting diambil dalam proses
transisi system pemerintahan dari otoriter menjadi demokratis. Hal ini merupakan
fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan dimana di sebagian besar negara
demokrasi yang telah mapan seperti Amerika Serikat tidak mengenal MK sebagai
lembaga yang berdiri sendiri, karena kewenangannya tercakup dalam fungsi
supreme courtatau MA.8

Pembentukan MK dalam konsteks Indonesia setidaknya dilatarbelakangi
dengan tiga alasan’, sepertialasan filosofis, MK dihadirkan untuk menegaskan
bahwa tidak ada lagi supremasi parlemen atau eksekutif tanpa adanya control dari
hukum. Hal ini sesuai dengan ajaran konstitusionalisme yang menghendaki
adanya perlindungan terhadap HAM serta mekanisme checks and balances yang
seimbang antara lembaga-lembaga kekuasaan yang dibentuk, dan penegasan
sebagai negara hukum dalam konstitusi.

Kemudian adalah alasan politis, dimana perkembangan realitas politik
telah menimbulkan banyak persoalan yang sebagian tidak mampu diselesaikan
melalui pengaturan dan mekanisme yang ada dalam UUD 1945, dan yang terakhir
adalah alasan sosio-historis, yaitu kebutuhan akan lembaga ini sesungguhnya

sudah lama ada, pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar

7 Firmansyah Arifin, “Urgensi Mahkamah Konstitusi Pemetaan Beberapa Issue Penting
Dalam Proses Pembentukkannya, “Teropong Vol. II No. 10 (Juli 2003): hlm. 13

8 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, cet. ke-1, (Jakarta: Mahkamah
Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2004), hal.194.

9 Firmansyah Arifin, loc. cit., him. 11-12.
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(judicial review) yang menjadi wewenang MK telah diusulkan oleh Mohammad
Yamin dalam sidang BPUPKI, namun usulan itu kemudian ditolak oleh Soepomo
dengan alasan sistem ketatanegaraan untuk Indonesia tidak cocok apabila
menggunakan trias politica murni dengan ahli hukum yang masih sedikit.

Kehadiran MK diharapkan menjadi lembaga negara pengawal konstitusi
(the guardian and the interpreter of the constitution) dengan kata lain yang
menjadi pokok dalam sistem perkara pada MK adalah konstitusi itu sendiri.
Konstitusi merupakan seperangkat peraturan yang mengatur mengenai tata cara
bernegara suatu bangsa dengan kata lain konstitusi itu memuat atau
menggambarkan bagaimana keadaan organisasi suatu negara'’.

Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut MK) tidak dapat dilepaskan
dari wewenang untuk menguji atau pengujian peraturan perundang-undangan
(judicial review). Sistem pengujian peraturan perundang-undangan adalah cara
negara-negara hukum modern untuk mengendalikan dan mengimbangi (check and
balance) kekuasaan pembentuk undang-undang yang berbuat sewenang-wenang.
Wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) dalam melakukan judicial riview itu
sendiri sebenarnya sebagai hasilperkembangan negara modern tentang sistem
pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ide-ide negara hukum (rule of
law), prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power), dan perlindungan dan
pemajuan hak asasi manusia (the protection of fundamental rights).

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki wewenang untuk melakukan
pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, mengadili pada

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Ketentuan tersebut

9Tim Pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara, Buku Ajar Ilmu Negara (Depok: Fakultas
Hukum UI, 2001), hlm. 103
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terdapat dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945 selanjutnya disebut (UUD 1945).

Dasar konstitusi dari MK selain Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, terdapat
dalam Pasal 24C ayat (2) yang mengatur mengenai kewenangan MK. Pasal 24 C
ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 tersebut mengatur mengenai empat kewenangan
dan satu kewajiban. Kewajiban yang dimaksud yaitu memutus pendapat DPR
terhadap dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden atauWakil Presiden
dan jika keduanya tidak memenuhi syarat lagi untuk menjadi Presiden atau Wakil
Presiden. Adapun empat kewenangan MK yaitu Menguji Undang-Undang
terthadap Undang-Undang Dasar 1945, Memutus sengketa lembaga
Negara,Memutus pembubaran partai politik, Memutus perselisihan tentang hasil
pemilu.Keempat kewenangan MK tersebut memiliki hukum acaranya masing-
masing. Penulisan ini membatasi pembahasan hanya mengenai hukum acara
pengujian konstitusionalitas UU saja.

Pengujian  konstitusionalitas UU  adalah  pengujian  mengenai
konstitusionalitas UU itu, baik dari segi formil, yaitu menilai apakah UU telah
dibuat sesuai dengan prosedurnya, maupun materiil, yaitu menilai apakah
sebagian atau seluruh UU itu bertentangan dengan UUD atau tidak.

Untuk menguji konstitusi suatu UU, alat pengukur atau penilai yang
dapat digunakan adalah, Naskah UUD yang resmi tertulis, Dokumen-dokumen
tertulis yang terkait erat dengan naskah UUD, seperti risalah, ketetapan MPR dsb,
dan nilai-nilai konstitusi yang hidup dalam praktik ketatanegaraan yang telah
dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keharusan dan kebiasaan

dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara,juga nilai-nilai yang hidup dalam
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kesadaran kognitif rakyat serta kenyataan perilaku politik dan hukum warga
negara yang dianggap sebagai kebiasaan dan keharusan-kaharusan yang ideal
dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara.

Rapat permusyawaratan Mahkamah Konstitusi pada Kamis, tanggal
empat belas, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas melalui Putusan No.
46/PU-X1V/2016 terkait Uji Materil Pasal Kesusilaan di Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) menolak gugatan pemohon terhadap
permohonan uji materi Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP dalam Perkara
No. 46/PUU-XIV/2016 diajukan oleh sejumlah pihak yang seluruhnya berjumlah
dua belas pemohon terhadap UUD 1945. Sidang judiciareview berlangsung cukup
panjang dari tahun 2016sampai 2017.

Gugatan yang dimintakan pada Pasal 284 KUHP ialah tidak diperlukan
unsur salah satu orang berbuat zina sedang dalam ikatan perkawinan dan tidak
diperlukan adanya sebuah aduan. Menyangkut pasal 285 KUHP yang dimintakan
pemohon agar Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa pemerkosaan
mencakup semua kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh, baik yang
dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan maupun perempuan terhadap laki-
laki. Terakhir Pemohon meminta Pasal 292 KUHP, dihapuskan adanya frasa
"anak" sehingga semua perbuatan seksual sesama jenis dapat dikenakan pidana.
Selain itu, Pemohon meminta pelaku homoseksual harus dipidana tanpa adanya
batasan usia korban, baik masih belum dewasa atau sudah dewasa. Menurut para
pemohon, ketiga pasal dalam KUHP yang dimohonkan pengujian dalam
permohonan a quo sangat mengancam ketahanan keluarga yang pada akhirnya

mengancam ketahanan nasional. Pemohon berpendapat bahwa pada dasarnya
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yang menjadi dasar pemohon menjadikan alasan pengujian konstitusionalitas
norma dalam Undang-Undang a quo, ada dua hal yaitu ketahanan keluarga dan
perlindungan terhadap nilai-nilai agama.

MK dalam putusan No. 46/PUU-XIV/2016 menilai dalil para pemohon
tersebut tidak beralasan menurut hukum. Dalam pertimbangan Mahkamah
Konstitusi (MK) menjelaskan, pada prinsipnya pemohon meminta Mahkamah
Konstitusi (MK) untuk memperluas ruang lingkup materil KUHP karena sudah
tidak sesuai dengan masyarakat dan menganggap program legislasi nasional
dalam membahas Rancangan Undang-Undang(RUU) KUHP tidak dapat
dipastikan kapan berakhir. Hal tersebut mengakibatkan perubahan mengenai
prinsip atau pokok dalam hukum pidana dan konsep-konsep dasar yang berkenaan
dengan suatu perbuatan pidana.

Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk segera melakukan
kebijakan pidana (criminal policy) dalam pengertian untuk dirumuskannya yang
sebelumnya bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana. Mahkamah
Konstitusi (MK) beranggotakan sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK)
terdapat empat hakim yang memiliki perbedaan pendapat. Berdasarkan Pasal 45
UU tentang Mahkamah Konstitusi (MK) “Dalam hal putusan tidak tercapai
mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat
anggota majelis hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.” Pendapat berbeda
(dissenting opinion) menandakan adanya pro dan kontra atas putusan tersebut,

yakni Hakim Arief Hidayat, Anwar Usman, Wahiduddin Adams dan Aswanto.
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Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik
untuk menyusun skripsi yang berjudul “Kajian Hukum Atas Penolakan
Permohonan Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Delik
Kesusilaan (Studi Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 46/PUU-
X1V/2016).”

B. Rumusan Masalah.
Berdasarkan pada identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan
masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum atas Penolakan Permohonan judicial
reviewoleh Mahkamah Konstitusi Dalam Delik Kesusilaan (Studi
Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 46/PUU-X1V/2016)?

2. Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan atas penolakan
Permohonan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi dalam delik
kesusilaan (Studi Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 46/PUU-
XIV/2016) ?

3. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim atas penolakan Permohonan
judicial reviewoleh Mahkamah Konstitusi dalam delik kesusilaan (Studi
Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 46/PUU-XIV/2016) ?

C. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian Kajian Hukum Atas
Penolakan Permohonan Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Delik
Kesusilaan (Studi Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 46/PUU-XIV/2016)

adalah sebagai berikut :
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1. Untuk mengetahui pengaturan hukum atas Penolakan Permohonan
Jjudicial reviewoleh Mahkamah Konstitusi Dalam Delik Kesusilaan (Studi
Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 46/PUU-XIV/2016)
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan atas penolakan
Permohonan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi dalam delik
kesusilaan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
XIV/2016)
3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim atas penolakan
Permohonan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi dalam delik
kesusilaan (Studi Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 46/PUU-
XIV/2016)
D. Manfaat Penelitian.

Hasil penelitian Kajian Hukum Atas Penolakan Permohonan Judicial
ReviewOleh Mahkamah Konstitusi Dalam Delik Kesusilaan (Studi Putusan
Mahkamah KonstitusiNomor 46/PUU-XIV/2016)diharapkan dapat memberikan

manfaat secara teotiris maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis.

a. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara
ilmiah dan merumuskan hasilnya dalam penulisan.

b. Dapat mempraktikkan ilmu yang telah penulis terima di perguruan
tinggi sekaligus menjadi jawaban terhadap ketidaktahuan tentang
perumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, sehingga diketahui

apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Dalam Kajian Hukum
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Atas Penolakan Permohonan Judicial ReviewOleh Mahkamah
Konstitusi Dalam Delik Kesusilaan (Studi Putusan Mahkamah
KonstitusiNomor 46/PUU-XI1V/2016)

Menambah pengetahuan mengenai masalah yang diuraikan pada

penelitian ini.

2. Manfaat Praktis.

Agar penelitian penulis lakukan dapat bermanfaat bagi semua pihak,

antara lain :
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Bagi Peneliti.
Untuk mengembangkan penalaran, untuk menyelesaikan pendidikan
S1 dan sebagai bekal untuk menjadi seseorang yang professional di

bidang hukum.

Bagi Mahasiswa/i.

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar mereka mempunyai bekal
yang memadai untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian serta
pemahaman lebih lanjut mengenai delik-delik pidana kesusilaan dan

mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.

Bagi Pemerintah.

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan bagi semua pihak baik
Pemerintah maupun masyarakat umum yang belum mengetahui
tentang Pengaturan hukum tentang tindak pidana kesusilaan terhadap
adanya kekosongan hukum yang terjadi sesuai yang diajukan oleh

Pemohon.
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D. Hipotesa.

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang

dikemukakan.Kebenaran hipotesa masih memerlukan pengujian dan pembuktian

dalam suatu penelitian yang dilakukan untun itu. Karena teori inti dari hipotesis

adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya sebab

masih memerlukan pembuktian dan pengujian. '

adalah:

Adapun hipotesis diajukan sehubungan dengan permasalahan diatas

Pengaturan Hukum atas penolakan Permohonan Judicial Review
didasarkan pada kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam UU No 8
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Akibat Hukum yang ditimbulkan atas penolakan permohonan judicial
review oleh Mahkamah Konstitusi adalah berkekuatan hukum tetap sejak
diputuskan dan diucapkan dihadapan sidang terbuka untuk umum.
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Uji Materil
pasal yang berkaitan dengan kesusilaan di dalam KUHP Tentang
Perluasan makna, dilihat dari hal-hal Kedudukan Pemohon serta

Kewenangan Hakim dalam Menguji materil.

1 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 2006), hm.148
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Mahkamah Konstitusi
1. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi adalah lembaga Negara yang berwenang untuk
melakukan hak pengujian (judicial review, atau secara lebih spesifiknya
melakukan constitucional review) Undang-Udang terhadap Undang-Undang
Dasar serta tugas khusus lain yaitu forum previlegiatum atau peradilan yang
khusus untk memutus pendapat DPR bahwa Presiden/Wakil Presiden tidak lagi
memenuhi syarat serta memutus pendapat DPR bahwa presiden telah melanggar
hal-hal tertentu yang disebutkan dalam UUD sehingga dapatdiberhentikan.'?

Didalam memahami arti konstitusi sendiri, Herman hellen berpendapat
bahwa konstitusi dibagi menjadi tiga tingkat'?, yaitu:

a). Konstitusi sebagai pengertian sosial politik.

Pada pengertian pertama ini konstitusi belum merupakan pengertian hukum,
ia baru mencerminkan keadaan social politik suatu bangsa. Disini pengertian
hukum adaalah sekunder, yang primer adalah bangunan-bangunan masyarakat
atau political decision.

b). Konstitusi sebagai pengertian hukum(rechtsfervassung)

Pada pengertian kedua ini, keputusan-keputusan masyarakat

dijadikan suatu perumusan yang normative, yang kemudian harus berlaku

12 Moh. Mahfud, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi,
(Jakarta:Rajawali Press, 2011),Hlm. 118

13 Bintan Regen Saragih, Perubahan, Penggantian dan Penetapan Undang-Undang
Dasar di Indonesia. (Bandung: Utama, Cet 2006), Him 4
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(gehoren). Pengertian politik diartikan sebagai eine seine yaitu suatu kenyataan
yang harus berlaku dan diberikan suatu sanksi kalau hal tersebut dilanggar.
Kemudian  bentuk  ini  mengandung  pengertian-pengertian  hukum
(rechtsfervassung) yan tidak tertulis, akan tetapi rechttsfervassung ada juga yang
tertulis, hal ini timbul sebagai pengaruh aliran kodifikasi, yaitu untuk
menghendaki sebagian hukum ditulis dengan maksud untuk:

a. mencapai kesatuan hukum (rechtseineheid)

b. kesederhanaan hukum (rechtvereenvoudiging)

c. kepastianhukum (rechtszekerheid).

c¢). Konstitusi sebagai suatu peraturanhukum

Suatu peraturan hukum yang tertulis dengan demikian Undang-undang
dasar adalah salah satu bagian dari konstitusi.

Berkenaan itu, Negara sering dipahami sebagai suatu integrasi dari
kekuasaan politik, dan sebagai organisasi politik, maka Negara berhak dan
berwenang mengatur, mengendalikan dan mengontrol kehidupan social
kemasyarakatan. Karena itu Negara dapat memaksakan kekuasaannya terhadap
masyarakat. Negara, dalam keadaan normal dapat menentukan ke arah mana
kekuasaan itu bergerak berdasarkan system hukum dan system politik yang dianut
didalam Negara. Dalam perkembangannya, Negara dapat menyesuaikan diri
dengan situai kacau sekalipun, Negara dapat berbuat dan bertindak diluar koridor
konstitusi dan hukum yang berlaku. Tetapi, kewenangan Negara untukmengatur,
mengendalikan dan mengontrol kehidupan masyarakat, karena adanya HAM yang
secara hakiki justru membatasi kekuasaan itu, karena HAM atau hak-hak dasar

warga Negara harus dihormati, dihargai dan diwujudkan dalam kehidupan dalam
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kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak-hak asasi atau hak-hak
dasar sekalipun tidak bersumber dari konstitusi akan tetapi konstitusi harus
menjamin dan melindungi hak-hak itu.'*

2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Pada perubahan (amandemen) UUD yang ketiga, tahun 2001, Pasal 24
UUD Negara RI 1945 memberi penegasan bahwa:

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dankeadilan.

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan

badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah
MahkamahKonstitusi.

Dengan demikian, kedudukan Mahkamah konstitusi menjadi lembaga
peradilan yang berdiri sendiri. Mahkamah konstitusi dan mahkamah agung
merupakan dua lembaga negara yang sejajar, dari rumusan ini dapat disimpulkan
bila kekuasaan kehakiman terbagi dalam 2 (dua cabang), yaitu cabang peradilan
biasa (ordinary court) yang berpuncak pada MA dan cabang peradilan konstitusi
yang dijalankan oleh MK.'?

3. Fungsi Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (fo guard)

konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara

4 Jhon Pieris, Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI. edisi 1 (Jakarta:
Pelangi Cendikia. 2007), Him. 41

15 Lihat Naskah komprehensif perubahan UUD 1945, Bab IV kekuasaan kehakiman,
Hlm. 402
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maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga sebagai penafsir akhir
konstitusi. Di berberapa negara Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung
(protector) konstitusi. Sejak diinkorporasi-kannya hak-hak asasi manusia dalam
Undang Undang Dasar 1945, bahwa fungsi pelindung konstitusi dalam arti
melindungi hak-hak asasi manusia (fundamental rights) juga benar adanya.'®

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi dinyatakan sebagai berikut:

(13

salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi
sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang
ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara
bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.
Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya
pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap

pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang menimbulkan tafsir

ganda terhadap konstitusi”.!”

Lembaga negara lain dan bahkan orang perorang boleh saja menafsirkan
arti dan makna dari ketentuan yang ada dalam konstitusi. Suatu konstitusi
memang tidak selalu jelas karena rumusannya luas dan kadang-kadang kabur.
Akan tetapi, yang menjadi otoritas akhir untuk memberi tafsir yang mengikat
adalah Mahkamah Konstitusi. Dan tafsiran yang mengikat itu hanya diberikan

dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan yang diajukan kepadanya

B. Tinjauan Umum Tentang Judicial Review
1. Pengertian Judicial Review

Istilah pengujian atau hak uji merupakan terjemahan dari istilah dalam

16 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, edisi 2(Jakarta: Sinar
Grafika, 2011), HIm. 11

17 Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi BagianUmum
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bahasa asing, yakni istilah dari bahasa belanda toetsingrech dan istilah dari
bahasa inggris Judicial review yang terjemahannya dari kata review yaitu
peninjauan kembali, pengujian kembali, penilaian ulang oleh hakim atau lembaga
judicial untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang
dihasilkan oleh ekesekutif legislatif maupun yudikatif di hadapan konstitusi
yangberlaku.Berdasarkan definisi diatas dari judicial review, dapat disimpulkan
sebagai berikut:'®

a) Judial Review merupakan kewenangan dari hakim pengadilan dalam
kasus konkret dipengadilan.

b) Judicialreviewmerupakan kewenangan hakim untuk menilai apakah
legislative act, dan administrative action bertentangan atau tidak
dengan Undang-Undang dasar (tidak hanya menilai
peraturanperundang-undangan)

Dalam kepustakaan maupun dalam praktek dikenal ada dua macam hak
menguji (foetsingrecht), yakni : hak menguji formal dan; (b) hak menguji materiil.
Hak menguji formal merupakan wewenang untuk menilai suatu produk legislative
seperti Undang-Undang, misalnya terjelma melalui cara-cara sebagaimana telah
ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah
tidak.

Hak menguji materiil adalah suatu kewenangan untuk menyelidiki dan
menilai isi apakah suatu peraturan perundang-undangan sesuai atau bertentangan
dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya serta apakah suatu kekuasaan

tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.

18 Sirajudin, Farkhurrahman, dan Zurkarnain, Legislative Drafting, Hlm. 168.
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Dalam literature yang ada terdapat tiga kategori besar pengujian peraturan
perundang-undangan (dan perbuatan administrasi negara).
a) Pengujian oleh badan peradilan (judialreview).
b) Pengujian oleh badan yang sifatnya politik (politicalreview).
c) Pengujian oleh pejabat atau badan administrasi Negara (administrative
review).

Jadi pengujian material tidak semata-mata berupa pengujian oleh badan
peradilan. Pada dasarnya fungsi hak menguji material adalah berupa fungsi
pengawasan, yaitu agar materi (isi) peraturan perundang-undangan yang lebih
rendah derajatnyatidak bertentangan dengan peratuan perundang-undangan yang
lebih tinggi. Lebih-lebih dan paling utama agar peraturan perundang-undangan
dibawah UUD tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar yang dalam hal
ini sebagai “the supreme law”. Dalam hal ini agar Undang-undang dasar dapat
dilindungi atau terproteksi .secara kontrario peraturan perundang-undangan
dibawah undang-undang dasar tidak boleh menyimpangi, bertentangan atau tidak
konsisten dengan undang-undang dasar (khususnya).

Oleh karena keberadaaan hak menguji material tersebut pada hakekatnya
berupa alat kontrol atau pengendali terhadap kewenangan dari badan atau pejabat
lain yang diberikan wewenang untuk menetapkan suatu peraturanperundang-
undangan. Dan keberadaan hak menguji material lebih relevan dengan konsepsi “

checks and balances”"®

, yaitu agar suatu badan tidak melewati kewenangannya.
Dalam praktik, judicial review (pengujian) undang-undang terhadap

Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (“MK”).

YRosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, (Bandung :
Cv.Mandar Maju Cet I 1998), hlm. 102
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Sedangkan, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU
dilakukan oleh Mahkamah Agung (“MA”). Karena MK maupun MA bertindak
sebagai negative legislator. Artinya, lembaga peradilan hanya bisa menyatakan isi
norma atau keseluruhan norma dalam peraturan perundang-undangan itu tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat bila bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi. Mereka tidak boleh menambah norma
baru ke dalam peraturan perundang-undangan yang di-judicialreview.

Sementara, legislative review adalah pihak yang keberatan terhadap suatu
undang-undang dapat meminta legislative review ke Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) dan tentunya pemerintah (dalam UUD 1945, pemerintah juga mempunyai
kewenangan membuat UU)- untuk mengubah UU tertentu.

Sedangkan, untuk peraturan perundang-undangan yang lain seperti
Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Daerah,
setiap warga negara tentu bisa meminta kepada lembaga pembuatnya untuk
melakukan legislative review atau melakukan revisi.

Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, saat
ini, masih merujuk ke UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

PeraturanPerundang-undangan**menyebutkan:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang;
¢) PeraturanPemerintah;

d) PeraturanPresiden;

20Lihat Pasal 7 Ayat (1) UU No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang- Undangan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA 20

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

7/15/2019

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.


http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ba0b607369e3/mk-harus-konsisten-sebagai-negatif-legislator
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19804/node/21
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19804/node/21
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19804/node/21

¢) PeraturanDaerah.

Undang-Undang Dasar 1945, K. Wantjik Saleh dalam bukunya Titik
Triwulan Tutik mengartikan peraturan perundangan-undangan yang tertinggi
dalam suatu Negara, yang menjadi dasar segala peraturan perundangan-undangan,
dengan kata lain, bahwa semua peraturan perundang-undangan harus tunduk pada
Undang- Undang Dasar atau tidak boleh bertentangan denganUUD.?!

Undang-Undang(“UU”) dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
bersama dengan Presiden. Materi muatan UU berisi hal-hal yang mengatur lebih
lanjut ketentuan UUD 1945 meliputi: (1) Hak-hak asasi manusia; (2) hak dan
kewajiban warga negara; (3) pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta
pembagian kekuasaan negara; (4) wilayah negara dan pembagian daerah; (5)
Kewargangeraaan dan kependudukan; (6) keuangan negara. Selain itu, materi
muatan UU yang lain adalah hal-hal yang diperintahkan oleh suatu UU untuk
diatur denganUU.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (“Perppu”) ditetapkan
oleh Presiden ketika negara dalam hal kegentingan yang memaksa atau
karenakeadaan yang memaksa. Perppu harus mendapat persetujuan DPR dalam
persidangan berikutnya. Jika tidak mendapat persetujuan, maka Perppu ini harus
dicabut. Materi muatan Perppu sama dengan materi muatan UU.?

Peraturan Pemerintah (“PP”) ditetapkan oleh Presiden. Materi muatan PP
berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. Peraturan Presiden

(“Perpres”) juga ditetapkan oleh Presiden. Materi muatan Perpres berisi materi

2! Titik Triwulan Tutik, Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen
UUD 1945, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Him. 44
22 Titik Triwulan Tutik, Kontruksi Hukum, Hlm.49.
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yang diperintahkan oleh UU atau materi untuk melaksanakan Peraturan
Pemerintah.
Sedangkan, Peraturan Daerah(“Perda”) terdiri dari tiga kategori. Yakni,
(1) Perda Provinsi yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(“DPRD”) di tingkat Provinsi bersama dengan gubernur; (2) Perda
Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama dengan
bupati/walikota; dan (3) Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh
badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau
namalainnya.
2. Alasan mengajukan judicialreview.
Beberapa alasan yang dapat dijadikan alasan untuk pengajuan judicial
review adalah sebagai berikut :
a) Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau peraturan lain yang
lebih tinggi.
b) Dikeluarkan oleh institusi yang tidak bewenang untuk mengeluarkan
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
c¢) Adanya kesalahan dalam proses pembuatan peraturan perundang-
undangan yangbersangkutan.

d) Terdapat perbedaan penafsiran terhadap suatu peraturanperundang-
undangan.

e) Terdapat ambiguitas atau keragu-raguan dalam penerapan suatu dasar
hukum yang perludiklarifikasi

3. Pihak yang berhak mengajukan judicialreview.
Pemohon judicial review adalah pihak yang menganggap hak dan/atau

kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang,
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pemohon harus menguraikan dalam permohonan hak dan kewenangan
konstitusionalnya yang dirugikan. Terdapat dua hal yang harus diuraikan secara
jelas yaitu:??
a). Kualifikasi pemohonsebagai:
a. Perorangan warga Negara Indonesia;
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalamundang-undang;
c. Badan hukum publik atau privat;atau
d. Lembaga negara.
b). Anggapan bahwa kualifikasi demikian terdapat hak dan atau kewenangan
konstitusional pemohon yang dirugikan oleh berlakunyaundang-undang.
Konstitusional merumuskan secara lebih ketat adanya persyaratan legal
standing berdasarkan hak konstitusional pemohon yaitu:

a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD1945;

b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon
telah dirugikan oleh suatu undang-undang yangdiuji;

c. Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan actual
atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akanterjadi;

d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunyaundang-undang yang dimohonkan untukdiuji;

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka

2 Lihat Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
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kerugian konstitusional yang didalilkan akan atau tidak lagiterjadi.

Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai pengujian
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 **Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan
ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya dalam 12 rangkap? yang
memuatsekurang-kurangnya:

a. Identitas Pemohon,meliputi:

1.  Nama

ii. Tempat tanggal lahir/ umur -Agama

iii. Pekerjaan

iv. Kewarganegaraan

v. AlamatLengkap

vi. Nomor telepon/faksimili/telepon selular/e-mail (bilaada)

b. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yangmeliputi:

i. Kewenangan Mahkamah;

ii. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang berisi uraian
yang jelas mengenai anggapan Pemohon tentang hak dan/atau
kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan
berlakunya UU yang dimohonkan untukdiuji;

iii. Alasan permohonan pengujian diuraikan secara jelas danrinci.

c. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian
formil, yaitu:

i.  Mengabulkan permohonanPemohon;

24Lihat Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang MahkamahKonstitusi.
>>Lihat pasal 29 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
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ii.

iii.

Menyatakan bahwa pembentukan UU dimaksud tidak memenuhi
ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945;
Menyatakan UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat.

d. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian

materiil,yaitu:

1.

1.

1v.

Mengabulkan permohonanPemohon;

Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian
dari UU dimaksud bertentangan dengan UUD1945;

Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian
dari  UU dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.?®

Pengajuan permohonan harus disertai dengan alat bukti
yang mendukung permohonan tersebut yaitu alat buktiberupa:?’

a. Surat atautulisan;

b. Keterangansaksi,

c. Keteranganahli;

d. Keterangan parapihak;

e. Petunjuk; dan

Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau

disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa denganitu.

C. Tinjauan Umum Tentang Delik Kesusilaan

2Lihat Pasal 31 UU MK jo. Pasal 5 Peraturan MK No. 06/PMK/2005 Tahun 2005
tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang — Peraturan MK No 6 Tahun

2005.

Y"Lihat Pasal 31 ayat (2) jo. Pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
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1. Pengertian Delik Kesusilaan
Kata “kesusilaan” dalam kamus Besar bahasa Indonesia, dimuat
artinya sebagai “perihal susila” kata “susila” dalam kamus tersebut mempunyai
arti:

Baik budi bahasanya, beradab, sopan, santun. Adat istiadat yang baik,
sopan santun, kesopanan, keadaan serta pengetahuan tentang adat. Dalam bahasa
inggris, kata “susila” diartikan sebagai moral (ethics, decent). Kata tersebut
biasanya diterjemahkan berbeda. Kata moral diterjemahkan dengan moril
(kesopanan). Sedangkan ethic diterjemahkan dengan kesusilaan dan decent
diterjemahkan dengan kepatuhan.

Menurut M. Sudrajat Bassar’®dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana
Tertentu, mengatakan bahwa, yang dinamakan dengan kesusilaan adalah:

“Kesusilaan ialah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan
antara berbagai anggota masyarakat tetapi khusus yang sedikit banyaknya
mengenai kelamin (seks) seorang manusia. Sedangkan kesopanan pada umumnya
mengenai adat kebiasaan yang baik”.

Dari pengertian kesusilaan, di atas secara singkat delik kesusilaan dapat
dikatakan bahwa:

“Delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah)
kesusilaan. Namun tidaklah mudah menetapkan batas-batas atau ruang lingkup
delik kesusilaan, karena pegertian dan batas-batas “kesusilaan” itu cukup luas dan

berbeda-berbeda menurut pandangan dan nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Terlebih karena hukum itu sendiri adalah pada hakikatnya merupakan nilai-nilai

kesusilaan yang minimal (das recht das ethischeminimum)”.*

Dari pengertian di atas, sebenarnya tidaklah mudah dalam menetapkan

28 M. Sudrajat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di dalam KUHP, Remadja
Karya, Bandung, 1986,HIm.170.

2 Ungkapan serupa dikatakan oleh George Jelinek bahwa “the law as an ethical
minimum” (Stephen Aschafer. The political Criminal. 1973: 67). Juga terlihat dalam ungkapan
Alfred Denning, bahwa “Without religion there can be no morality and without morality there can
be no .(Oemar Senoadji. Mass Media & Hukum. 1977: 141)
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batas-batas atau runga lingkup dari delik kesisilaan. Dalam lokakarya mengenai
“Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana (Buku II)”, yang diselenggarakan oleh BPHN
Departemen Kehakiman pada tanggal 23-25 April 1985 di Jakarta, masalah ini
pernah dilontarkan dalam makalah Prof Mr. Roesan saleh®’, ia mengemukakan
bahwa pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan
dalam bidang seksual, akan tetapi juga meliputi hal-hal yanmg termasuk dalam
penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.
Roeslan Saleh menyatakan :*!

Oleh karena itu beliau menyarankan agar tindak pidana berupa
“meninggalkan orang yang perlu ditolong”, “penghinaan” dan “membuka

rahasiah” juga dimasukan kedalam tindak pidanakesusilaan

1. Unsur-Unsur dan Jenis Delik Kesusilaan
Dalam KUHP, Pasal 281 disebutkan bahwa dihukum dengan hukuman
penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-
banyaknya tiga ratus rupiah:
a. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan
b. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di
situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Maka yang menjadi unsur dari delik kesusilaan adalah:

a) Barangsiapa
b) Dengansengaja
¢) Melanggarkesusilaan

d) Dimuka umum.

30 Roesan Saleh .Bab-Bab Kodifikasi Hukum Pidana ( Buku II ). Makalah,
diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman, tanggal 23-25 April 1985, di Jakarta

3! Dalam KUHP ketiga kelompok yang diusulkan oleh Roesasn saleh tersebut, masih di
atur dalam bab- bab tersendiri
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Unsur barang siapa, melipiti juga Seorang pria yang telah menikah

maupun yang belum menikah; Seoarang wanita yang telah menikah maupun yang

belum menikah. Unsur dengan sengaja berarti, Melakukan perbuatan yang

bertentangan dengan kesusilaan

Secara yuridis, delik kesusilaan menurut KUHP yang berlaku saat ini

terdiri dari 2 (dua) kelompok tindak pidana, yaitu “kejahatan kesusilaan” (diatur

dalam bab XIV Buku II) dan “Pelanggaran Kesusilaan™ (diatur dalam Bab VI

Buku III). Yang termasuk ke dalam “kejahatan kesusilaan adalah (Pasal 281-

303 KUHP), yang meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

a)
b)

c)

d)
e)

f)
g)
h)
i)

Melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal281)

Menyiarkan, mempertunjukan, membuat, menawarkan dsb tulisan,
gambar, benda yang melanggar kesusilaan (Bersifat porno) (Pasal
282-283)

Melakukan Zina, perkosaan dan hal lain yang berhubungan dengan
melakukan atau menghubungkan atau memudahkan perbuatan
cabul dan hubungan seksual (Pasal284-296)

Perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umumr (Pasal297)
Yang berhububgandengan pengobatan untuk menggugurkan
kehamilan (Pasal299)

Yang berhubungan dengan minuman memabukan (Pasal300)
Menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal301)
Penganiyaan hewan (Pasal 302)

Perjudian (Pasal303)

Adapun yang termasuk ke dalam “Pelanggaran kesusilaan” menurut

KUHP adalah (Pasal 532-547) yang melipiti perbuatan-perbuatan:

3)
b)
9

d)
©)

)
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Mengungkapkan atau mempertunjukan sesuatu yang bersifat porno
(Pasal532-533)

Yang berhubungan dengan mabuk dan minum keras (Pasal535-
539)

Yang berhubungan dengan perlakuan tindak susila terhadap hewan
(Pasal 540, 541, dan544)

Meramal nasib dan atau mimpi (Pasal546)

Menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda-benda berkekuatan
gaib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian (Pasal546)

Memakai jimat sebagai saksi di persidangan (Pasal457)
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian
1. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan setelah tanggal pengesahan usulan oleh kepala
program studi kepidanaan sampai dinyatakan selesai yang direncanakan

berlangsung selama £2 bulan (lebih kurang dua bulan).

Bulan
No Kegiatan November Desember Januari Februari Maret Ketera
£ 2018 2018 2019 2019 2019 ngan
112314112 (3[4]1|2/3{4]1(2|34/1/2|3|4
1 Pengajuan
Judul
2 Acc Judul
Pengajuan
3 Seminar
Proposal
4 Seminar
Proposal
5 Perbaikan
Proposal
6 Penelitian
- Penulisan
Skripsi
g Bimbingan
Skripsi
Pengajuan
9 Seminar
Hasil
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Seminar
1 .
0 Hasil
Pengajuan
11 Berkas
Sidang
12 Sidang

2. Tempat Penelitian
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian
ini, maka lokasi penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara para ahli
hukum khususnya terkait dengan hukum konstitusi di wilayah Medan. Meskipun
di dalam Putusan tempat terjadinya pengujian suatu perkara (Locus Delicty)
berada di Jakarta, namun perlu adanya wawancara yang dilakukan dengan para
ahli hukum di medan terkait dengan putusan yang dikeluarkan oleh Hakim MK.

B. Metodologi Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini jenisnya Penelitian Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis
Empris, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan atau
kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan berupa wawancara
dengan ahli hukum.*? Dimana dalam penyusunan penulisan ini adalah penelitian
yuridis empiris yaitu menganalisis data berupa Delik-delik kesusilaan dan

putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal uji materil.

32 Johnny Ibrahim, teori dan metodologi penelitian hukum normatif, (Malang :
Banyumedia publishing, 2008), halaman 295.
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Jadi pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini maksudnya adalah
menganalisis sebuah putusan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-
bahan hukum (yang merupakan data primer) dengan data sekunder yang diperoleh
di lapangan dengan wawancara. Bentuk dari hasil penelitian ini akan
dituangkansecara deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk
memberikan gambaran yang seteliti mungkin manusia, keadaan atau gejala-gejala
lainnya,*’

Dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang
dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan. Di dalam
penelitian hukum, data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

Bersumber dari bahan hukum yang diperoleh langsung dan akan
digunakan dalam penelitian ini yang merupakan bahan hukum yang mempunyai
kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu :

2. Bahan hukum sekunder

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi

Yang merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan
hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan
hukum primer, yang terdiri dari :

a. Artikel-artikel, media massa dan internet.
b. Buku-buku literatur

c. Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan arbitrase

33 Soerjono Soekanto, pengantar penelitian hukum, (Jakarta : Ul press, 2006), him. 10.
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d. Makalah-makalah/laporan penelitian
e. Putusan-putusan pengadilan negeri dan mahkamah agung

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna
terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain-
lain.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian bersifat deskriptif
analitis yaitu merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara cermat
karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan) dan untuk
menentukan frekuensi sesuatu terjadi.>*Analisis yang dimaksudkan berdasarkan
gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk
menjawab penelitian.*® Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat
metode berpikir deduktif ke induktif yang menggambarkan dan menguraikan
tentang Urgensi pengaturan Hukum Judicial Review dalam dalam delik kesusilaan
di Dalam peraturan perundang-Undangan di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skrips ini, data merupakan dasar utama, karenanya
metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi.
Adapun teknik penumpulan data yang dipergunakan penulis adalah :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Dalam penelitian kepustakaan ini penulis lakukan dengan mempelajari

buku-buku, karangan-karangan ilmiah, majalah-majalah peraturan perundang-

34 Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta : Granit, 2000), halaman 58.
35Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Indonesia pada Akhir ke-20, (Bandung : Alumni,
1994),hlm 101.
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undangan, catatan hukum, putusan hakim, dikumpulkan dan dikaji guna
menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah, serta bahan-
bahan yang bersifat teoritis yang dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan
pemikiran di dalam pembuatan skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Melalui metode ini peneliti akan melakukan penelitian lapangan untuk
memperoleh data dengan cara melakukan penelitian langsung berupa wawancara
(interview) dengan para ahli hukum terkait dengan konsep hukum pidana dan
konstitusi.

4. Analisis Data

Untuk melakukan analisis data dan menarik kesimpulan menggunakan
metode penelitian kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu analisa data kualitatif, dimana data yang terkumpul tidak berupa angka-
angka yang dapat dilakukan pengukuran. Akan tetapi berdasarkan peraturan
perundang-undangan, serta pandangan informasi untuk menjawab permasalahan
skripsi ini.

Analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif, dengan cara penarikan
data dari induktif ke deduktif dalam arti apa yang dinyatakan oleh sasaran
penelitian yang bersangkutan secara tertulis, lisan dan perilaku nyata.

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder
telah dianalisis secara kualitatif, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala
data primer yang dihubungkan dengan data sekunder. Data disajikan secara
deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan dan menjelaskan permasalahan-

permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil
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pembahasan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencari jalan

pemecahannya yang selanjutnya diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap

permasalahan yang diteliti.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

34

7/15/2019



BABV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1.

Pengaturan Hukum Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi,
selanjutnya disebut “MK?”, tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1)
dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
selanjutnya disebut “UU MK”.Bahwa salah satu kewenangan yang
dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap
konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang
berbunyi, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”Selanjutnya, Pasal 10
ayat (1) huruf a UU MK menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ....”

2. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) akan memperoleh

kekuatan hukum tetap dan mengikat sejak diucapkan dihadapan sidang
terbuka untuk umum dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat
ditempuh (final and binding). Dalam penolakan permohonan pengujian
Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 285 dan

Pasal 292 KUHP terkait kesusilaan dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-
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XIV/2016 mengakibatkan Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4)
dan ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP tetap berlaku dan tetap
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut tidak membuat
pasal-pasal yang diajukan pemohon tidak memiliki kekuatan hukum tetap

dan tidak terjadi perluasan makna yang di mintakan pemohon.

3. Dasar pertimbangan Hakim dalam menolak permohonan pemohon dalam

Putusan Perkara No 46/PUU-XIV/2016 tersebut, MK telah melaksanakan
kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) yakni
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Dalam
putusan tersebut MK telah menjalankan kedudukannya sebagai negative
legislator, yakni hanya semata-mata sebagai penguji norma peraturan
perundang-undangan bukan sebagai pembuat norma (positivelegislator)
dengan memberi pengekangan (judicial restraint) terhadap kewenangan
memperluas maknadengan adanya sebuah pemisahan kekuasaan. MK
dapat menyatakan norma dalam Undang-Undang konstitusional bersyarat
(conditionally  constitutional) ataupun inkonstitusional bersyarat
(conditionally unconstitutional) yang mempersyaratkan pemaknaan
tertentu terhadap suatu norma Undang-Undang agar dikatakan
konstitusional, namun MK dituntut untuk tidak boleh masuk wilayah
kebijakan pidana atau politik hukum pidana (criminal policy), karena
kebijakan pidana adalah kebijakan hukum terbuka (Open Legal Policy)

pembentuk undang-undang.
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B. Saran

1.

Sebaiknya, MK disarankan sebagai Negative Legislator haruslah
berpedoman pada Pengaturan hukum yang telah ada terkait kewenangan
mahkamah konstitusi dalam melakukan Judicial Review dan berpedoman
tetap menjaga Negara Indonesia yang demokratis dengan membatasi diri
dengan adanya pemisahan kekuasaan. Saat dimintakan sebuah pengujian
Undang-Undang terhadap UUD 1945 haruslah dianggap penting dengan
kehati-hatian. Kehati-hatian yang dimaksud disini adalah pembatasan
(judicial restraint) yang dilakukan dalam kewenangan MK untuk
menambah norma. Dibutuhkan suara bulat untuk meyakinkan masyarakat
bahwa MK hanya sebagai Negative Legislator yang tidak dapat membuat
norma baru khusunya di bidang hukum pidana, sehingga pendapat
hukum berbeda (dissenting opinion) tidak membuat perdebatan terhadap
apa yang telah dimintakan pemohon dalam Putusan No 46/PUU-

XIV/72016.

2. Pemohon harus dapat menerima dan mematuhi putusan yang telah

dilakukan oleh Hakim Mahkamah konstitusi tersebut.Terkait dengan

akibat hukum yang ditimbulkan atas penolakan Judicial Review tersebut,

3. Gagasan pembaruan yang ditawarkan para Pemohon seharusnya diajukan

kepada pembentuk undang-undang dan hal tersebut seharusnya menjadi
masukan penting bagi pembentuk undang-undang (positive legislator)
dalam proses penyelesaian perumusan KUHP yang baru dalam hal
mengenai Pertimbangan hakim dalam penolakan Judicial Review

tersebut. Jika yang menjadi alasan ialah pembaharuan KUHP terlalu lama
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untuk mengisi kekosongan hukum khususnya tentang kesusilaan yang
terjadi maka lebih baik dilakukan pembentukan undang-undang khusus
(lex specialis) seperti yang telah dilakukan oleh negara Rusia pada tahun
2013 dengan membuat UU anti propaganda LGBT dan tidak

memaksakan MK untuk membuat norma baru.
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LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KETUA PUSAT STUDI

PANCASILA DAN KENUSANTARAAN (PUSPANTARA)

JUDUL PENELITIAN : KAJIAN HUKUM ATAS PENOLAKAN

PERMOHONAN  JUDICIAL REVIEW  OLEH
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM DELIK

KESUSILAAN (STUDI PUTUSAN MK)

Daftar Pertanyaan

Apakah ada perbedaan antara Judicial Review dengan Legislative review
selain tujuan permohonan ke lembaga yang berbeda?

Menurut Pandangan Bapak, Apakah dalam Judicial Review oleh MK
berwenang bisa mengubah Phrasa, baik menambah atau mengurangi di

dalam sebuah pasal khususnya pasal dalam KUHP.

. Bagaimana pendapat Bapak sebagai salah satu ahli hukum Tata Negara

terkait Hakim MK yang menolak uji materil pasal KUHP khususnya pada
pasal 284,285, dan 292KUHP?

Sebelum putusan Penolakan Uji materil, Hakim MK sempat terjadi
desenting opinion yaitu 5 hakim menyetujui, dan 4 hakim menerima,
bagaimana menurut pandangan Bapak dalam hal ini?

MK menyatakan bahwa Pemohon dapat mengajukan permohonan
Legislative Review melalui lembaga Legislatif jika ingin mengubah Phrasa
dalam pasal KUHP, menurut Bapak, Manakah lembaga yang lebih

berwenang untuk melakukan pengubahan tersebut dalam hal kasus tersebut?
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LAMPIRAN

Hasil wawancara

1. Apakah ada perbedaan antara Judicial Review dengan Legislative review

selain tujuan permohonan ke lembaga yang berbeda?

Jawaban :

a. Judicial Review merupakan proses pengujian peraturan perundang-
undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Dalam praktik, judicial
review (pengujian) undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (“MK”).

Sementara, legislative review adalah upaya ke lembaga legislatif atau
lembaga lain yang memiliki kewenangan legislasi untuk mengubah suatu
peraturan perundang-undangan. Misalnya, pihak yang keberatan terhadap
suatu undang-undang dapat meminta legislative review ke Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) —dan tentunya pemerintah (dalam UUD 1945,
pemerintah juga mempunyai kewenangan membuat UU)- untuk mengubah
UU tertentu. Sedangkan, untuk peraturan perundang-undangan yang lain
seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) dan
Peraturan Daerah, setiap warga negara tentu bisa meminta kepada lembaga
pembuatnya untuk melakukan legislative review atau melakukan revisi.

b. Permohonan judicial review memiliki syarat yang lebih ketat
dibanding legislative review. Dalam judicial review, sebuah peraturan
perundang-undangan hanya bisa dinyatakan tidak memiliki kekuatan

hukum mengikat bila memang bertentangan dengan peraturan perundang-
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undangan di atasnya. Sedangkan, dalam legislative review, setiap orang
tentu bisa saja meminta agar lembaga yang memiliki fungsi legislasi
melakukan revisi terhadap produk hukum yang dibuatnya dengan alasan,
misalnya, peraturan perundang-undangan itu sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan zaman, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang sederajat secara horizontal.

c. Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam trias politica dikenal tiga
macam kekuasaan. Yakni, kekuasaan legislatif (pembuat undang-undang),
kekuasaan eksekutif (pelaksana undang-undang), dan kekuasaan yudikatif
atau  peradilan (penegak  undang-undang). Kewenangan judicial
reviewdiberikan kepada yudikatif sebagai kontrol bagi kekuasaan legislatif

dan eksekutif yang berfungsi membuat undang-undang.

2. Menurut Pandangan Bapak, Apakah dalam Judicial Review oleh MK
berwenang bisa mengubah Phrasa, baik menambah atau mengurangi di
dalam sebuah pasal khususnya pasal dalam KUHP.

Jawaban :

Menghilangkan frasa tertentu dan atau menambahkan pemaknaan baru
terhadap suatu norma hukum pidana, yang berarti mengubah pula sifat
melawan hukum perbuatan itu, tanpa melakukan penyesuaian dalam
ancaman pidananya dan bentuk pengenaan pidananya tidaklah dapat

diterima oleh penalaran hukum dalam merancang suatu norma hukum
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pidana. Karena hal itu melekat pada jenis atau kualifikasi perbuatan yang

dapat di pidana atau tidak di pidana yang bersangkutan.

. Bagaimana pendapat Bapak sebagai salah satu ahli hukum Tata Negara

terkait Hakim MK yang menolak uji materil pasal KUHP khususnya pada
pasal 284,285, dan 292KUHP?

Jawaban : Dalam hal penolakan tersebut, bahwasanya Hakim MK telah
sesuai dalam memberikan putusan tersebut, meskipun adanya dissenting
opinion oleh 9 hakim MK. Namun bukan berarti Hakim tersebut tidak
konsisten, melainkan keputusan yang diambil telah disesuaikan dengan

jumlah hakim yang lebih banyak menyatakan menolak.

. Sebelum putusan Penolakan Uji materil, Hakim MK sempat terjadi

desenting opinion yaitu 5 hakim menyetujui, dan 4 hakim menerima,
bagaimana menurut pandangan Bapak dalam hal ini?

Jawaban : Ya seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa dissenting
opinion oleh Hakim MK, sering terjadi dalam pengambilan keputusan,

namun tetap disesuaikan dengan Perbandingan suara yang ada.

. MK menyatakan bahwa Pemohon dapat mengajukan permohonan

Legislative Review melalui lembaga Legislatif jika ingin mengubah Phrasa
dalam pasal KUHP, menurut Bapak, Manakah lembaga yang lebih
berwenang untuk melakukan pengubahan tersebut dalam hal kasus tersebut?
Jawaban : Kedua lembaga tersebut sebenarnya memiliki kewenangan

dalam hal tersebut. Namun berkaitan dalam pengubahan Phrasa, yang lebih
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berwenang adalah Melalui Lembaga Legislatif. Kedudukan harus dipahami
sebagai MK sebagai negative legislator bukan dalam pemahaman sebagai
pembentuk UU (positive legislator). Ketika menyangkut norma hukum
pidana, MK di tuntut untuk tidak memasuki wilayah kebaijakan pidana atau
politik hukum pidana. Pengujian UU yang pada pokoknya berisikan
permohonan kriminalisasi maupun dekriminalisasi terhadap perbuatan
tertentu tidak dapat dilakukan oleh MK karena hal itu merupakan bentuk
pembatasan hak dan kebebasan seseorang dimana pembatasan demikian
sesuai dengan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 adalah kewenangan Ekseklusif

pembuat UU.

Mengetahui
Ketua PUSPANTARA Medan

Dr. MIRZA, S.H. M Hum
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PUTUSAN
Nomor 46/PUU-XIV/2016

SALINAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,

menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk

Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

yang diajukan oleh:

1. Nama : Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti., M.S
Pekerjaan : PNS

Alamat : Jalan Bukit Asam Nomor 29, RT.007/RW.006, Desa

Laladon, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut --------------=-m-m-mm oo

2. Nama : Rita Hendrawaty Soebagio, M.Si

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pemohon I;

Alamat : Kencana Loka Blok J-5/3 Sektor XII RT.004/RW.014

Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan

Tangerang Selatan;

Selanjutnya disebut ----------=-=-m-m-m-mm oo

3. Nama : Dr. Dinar Dewi Kania

Pekerjaan : Karyawan Swasta/Dosen
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Alamat :Jalan Tanjung 15 Blok E Nomor 5 RT.007/RW.002,
Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota
Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut -----------=-=-mmmmmm oo Pemohon IlI;

4. Nama . Dr. Sitaresmi Sulistyawati Soekanto

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/ Dosen Universitas Indonesia

Alamat : Komplek Timah Blok CC Nomor 30 RT.005/RW.012,
Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Cimanggis, Kota
Depok;
Selanjutnya disebut -----------=----—---mco oo Pemohon IV;
5. Nama : Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya, S.S., MBA

Pekerjaan : lbu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Parkit RT.004/RW.001, Kelurahan Sawah Besar,

Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;

Selanjutnya disebut ------------=-=-m-m-m-m e Pemohon V;
6. Nama . Dr. Sabriaty Aziz
Pekerjaan : lbu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Kalimulya RT.001/RW.005 Kelurahan Kalimulya,
Kecamatan Cilodong, Komplek Pesantren Hidayatullah
Kota Depok;
Selanjutnya disebut ----------------memomemm e Pemohon VI;
7. Nama : Fithra Faisal Hastiadi, S.E., M.A. M.Sc., Ph.D

Pekerjaan : Dosen

Alamat :Jalan Taman Buaran Indah 1l Blok A3/15
RT.002/RW.012 Kelurahan Klender, Kecamatan Duren
Sawit, Kota Jakarta Timur;

Selanjutnya disebut --------=-=-=-m-m-mmm oo Pemohon VII;

8. Nama : Dr. Tiar Anwar Bachtiar, S.S., M.Hum
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Alamat : Kampung Cikubang RT.002/RW.005, Desa Citali,
Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang;
Selanjutnya disebut ------=-=====mmmmm oo Pemohon VI,
9. Nama : Sri Vira Chandra D, S.S., MA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Komplek Kalibata Baru C6 RT.013/RW.006 Kelurahan
Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut --------=----=----m-m e Pemohon IX;

10. Nama : Qurrata Ayuni, S.H.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Komplek Timah Blok CC Nomor 33 RT.005/RW.012,
Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Cimanggis, Kota
Depok;
Selanjutnya disebut ----------=---=-=-momm oo Pemohon X;
11. Nama : Akmal Sjafril, S.T., M.Pd.I
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat :Villa Bogor Indah Blok HH1 Nomor 19, Kelurahan
Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor;
Selanjutnya disebut ----------------=ememmomemm o Pemohon XI;
12. Nama : Dhona EI Furgon

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Cendana Residence Blok C1/19 RT.008/RW.004,
Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang
Selatan;

Selanjutnya disebut ----------------mememem oo Pemohon XII

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Maret 2016
memberi kuasa kepada Evi Risna Yanti, S.H. M.Kn., Feizal Syahmenan, S.H.
M.H., Ahmad Wirawan Adnan, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Guntur

Fattahillah, S.H., Zubaidah, S.H. M.Kn., M. Mahendradatta, S.H., M.A., M.H.,
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Ph.D., M. Andrian Kamil, S.H., M.H., Arah Madani, S.H., Anggi Aribowo, S.H.,
Ahmad Kamaludin, S.H., Ahid Syaroni, S.H., Aldwin Rahadian, S.H., M.H., Aulia
Rahman, S.H., Basrizal, S.H., Busyraa Nasution, S.H., Dedy Ikhsan, S.H., Khairul
Anwar Hasibuan, S.H., Fauzul Abrar, S.H., Firman Hidayat, S.H., Freddy Andreas
Caesar, S.H., Heru S. Nuswanto, S.H., Ismail Nganggon, S.H., Deviyanti
Dwiningsih, S.H., M.H, Liza Elfitri, S.H., M.H., M. Luthfie Hakim, S.H., M.H.,
M. Rozaq Asyhari, S.H., M.H., M. Ridwan, S.H., Nurul Amalia, S.H., M. Rizqy Azmi,
S.H., M.H., R. Hikmat Prihadi, S.H., Sabarudin, S.H., M.Kn, Sidik Effendi, S.H.
M.H,. Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Asri Hayat Saputra, S.H., M.H., dan Widi
Kartika, S.H., M.H., para Advokat dan para Pengabdi Bantuan Hukum baik
bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berkedudukan/berkantor
pada Kantor Hukum & Pengacara “Tim Advokasi Untuk Indonesia Beradab”
yang beralamat di Komplek Perkantoran Ciputat Indah Permai Blok D 28, Jalan
Juanda Nomor 50, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, yang bertindak
baik sendiri maupun bersama-sama atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -------------=-=-=-m-m-mmm e para Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Presiden;

Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung Komnas
Perampuan; Instititute for Criminal Justice Reform (ICJR); Koalisi Perempuan
Indonesia; Yayasan Peduli Sahabat; Persatuan Islam Istri (Persistri); Yayasan
Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI); dan Majelis Ulama Indonesia (MUI);

Membaca keterangan ad informandum Abi Marutama dan Aliansi
Remaja Independen

Mendengar keterangan ahli para Pemohon,;

Mendengar keterangan ahli para Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti para pihak;

Membaca kesimpulan para pihak.
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2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan bertanggal

19 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya
disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 April 2016 berdasarkan Akta
Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 94/PAN.MK/2016 dan telah dicatat dalam
Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2016 dengan Nomor
46/PUU-XIV/2016, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan
bertanggal 20 Juni 2016 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20
Juni 2016, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

l. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Perubahan UUD 1945 telah membentuk sebuah lembaga baru yang
berfungsi mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya
disebut “MK”, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1)
dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut “UU
MK,

2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan
pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar...”

3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan, “Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...”

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157,
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Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “UU KK”
menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguiji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945”
Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK berwenang
untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang
terhadap UUD 1945.
Bahwa dalam hal ini, para Pemohon memohon agar MK melakukan
pengujiankonstitutionalitas Pasal 284 KUHP ayat (1), (2), (3), (4), (5),
Pasal 285 KUHP dan Pasal 292 KUHP (bukti P-2) yakni;
a. Pasal 284 ayat (1), (2), (3), (4), (5) KUHP
Pasal 284 ayat (1) angka 1.a KUHP sepanjang frasa ‘yang beristri’
dan frasa'sedang diketahuinya, bahwa Pasal 27 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata (sipil) berlaku kepadanya’ adalah
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum;
sehingga harus dibaca sebagai “laki-laki berbuat zina”.
Pasal 284 ayat (1) angka 1l.b. sepanjang frasa ‘yang bersuami’
adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan
hukum; sehingga harus dibaca sebagai “perempuan berbuat zina”.
Pasal 284 ayat (1) angka 2.a. sepanjang frasa ‘sedang diketahuinya,
bahwa kawannya itu bersuami’ adalah bertentangan dengan UUD
1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum; sehingga harus dibaca:
“2.a. laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu”.
Pasal 284 ayat (1) angka 2.b. sepanjang frasa ‘yang tiada bersuam/’
dan frasa ‘sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristri dan
Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (sipil) berlaku pada
kawannya itu’ adalah bertentangan dengan UUD 1945dan tidak
memiliki kekuatan hukum; sehingga harus dibaca: 2 b. perempuan
yang turut melakukan perbuatan itu.
Pasal 284 ayat (2) ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) adalah bertentangan
dengan UUD 1945 tidak memiliki kekuatan hukum;
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b. Pasal 285 KUHP
Pasal 285 KUHP sepanjang frasa kata ‘perempuan yang bukan
istrinya’ adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki
kekuatan hukum; sehingga harus dibaca sebagai: “Barang siapa
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa bersetubuh
dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara
selama-lamanya dua belas tahun”.

c. Pasal 292 KUHP
Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sepanjang frasa
“‘dewasa”, frasa “yang belum dewasa” dan frasa “sedang
diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu”
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945; sehingga harus dibaca sebagai; “Orang yang
melakukan perbuatan cabul dengan orang dari jenis kelamin yang

sama, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”;

6. Bahwa Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 284 KUHP ayat (1), (2),

(3), (4), (5), Pasal 285 KUHP dan Pasal 292 KUHP bertentangan dengan
Pasal 1 ayat (3), Pasal 28B ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal
28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal
28J ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi;
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, “Negara Indonesia adalah Negara hukum”
Pasal 28B ayat (1) dan (2) UUD 1945, “Setiap orang berhak membentuk
keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”

(1) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.”

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, “Setiap orang berhak untuk memajukan
dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun
masyarakat, bangsa dan negaranya.”

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan
yang sama dihadapan hukum.”

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
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(1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasannya,
serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu ...”

(2) “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan
yang merendahkan derajat martabat manusia.....”

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir

dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang

baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945:

(1) “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam
tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

(2) “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang
dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,
nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat demokratis.”

Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang

Maha Esa”

Bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan pengujian

konstitutionalitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang

Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan

Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1660 Tahun 1958) terhadap UUD

1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan

a quo.

Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) yang mengatur bahwa manakala terdapat
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dugaan suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka pengujiannya dilakukan

oleh Mahkamah Konstitusi.

9. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka Para Pemohon

berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa

dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN
KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

[1.1. Kedudukan Hukum Para Pemohon

1. Dimilikinya kedudukan hukum/legal standing merupakan syarat
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yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan

permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945

kepada MK sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

Pasal 51 ayat (1) UU MK: “Pemohon adalah pihak vyang

menganggap hak dan/atauHak Konstitusionalnya dirugikan oleh

berlakunya undang-undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-
undang;

c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.”

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK: “Yang dimaksud dengan “hak

konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara

Republik Indonesia 1945”

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat

dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para

Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam

perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi

untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau

Hak Konstitusional dari para Pemohon yang dirugikan dengan

berlakunya suatu Undang-Undang.
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3. Bahwa oleh karena itu, para Pemohon menguraikan kedudukan
hukum (legal standing) para Pemohon dalam mengajukan
permohonan pengujian Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat
(4), ayat (5) KUHP, Pasal 285 KUHP, dan Pasal 292 KUHP,
sebagai berikut:

Pertama, Kualifikasi sebagai Pemohon.

Bahwa kualifikasi Pemohon | sampai dengan Pemohon XII

berkualifikasi sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI).

Kedua, Kerugian Konstitusional Para Pemohon.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan

pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul

karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima)
syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-11/2005 dan

Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945;

b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon
tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu
Undang-Undang yang diuji;

c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang
wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara
kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan
pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan  dikabulkannya
permohonan maka  kerugian  dan/atau kewenangan
konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

[I.2. Kerugian Konstitusional Para Pemohon

1. Bahwa para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang
diberikan oleh UUD 1945 yang mana hak-hak tersebut telah
terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan
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Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal
285 dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hak untuk mendapat perlindungan negara dan hak untuk
menjadi masyarakat yang adil dan beradab sebagaimana
termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:
“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia.”

b. Hak untuk tinggal dalam Negara yang berdaulat, negara yang
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta kemanusiaan
yang adil dan beradab sesuai dengan sila pertama dan sila
kedua Pancasila yang juga termaktub dalam Pembukaan UUD
1945 yang bunyi: “.....Negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan
Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab.......

c. Hak untuk memperjuangkan hak secara kolektif untuk kemajuan
bangsa dan negara sebagaimana dalam Pasal 28C ayat (2)
UUD 1945 vyang berbunyi; “Setiap orang berhak untuk
memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara
kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

d. Hak atas rasa aman untuk bebas dari rasa takut dan ancaman
bagi diri, martabat dan keluarga sebagaimana di jamin dalam
Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi; “Setiap orang
berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasannya, serta
berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu ...”

e. Hak untuk dihormati Hak Asasi Manusia sebagai sesama warga
negara Indonesia sebagaimana dalam Pasal 28J ayat (1) UUD
1945 yang berbunyi; “Setiap orang wajib menghormati hak asasi
manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.”
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2. Bahwa Pemohon |1 sampai dengan Pemohon Xll sebagai
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perorangan warga negara Indonesia (WNI) merasa dirugikan hak
konstitutionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum dan
perlindungan sebagai pribadi, keluarga dan masyarakat atas
berlakunya Pasal 284 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) dan ayat (5),
Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP. Hal ini dikarenakan pasal-pasal
tersebut isinya tidak lagi dapat menjangkau kejahatan yang terjadi
sekarang ini.

Sehingga menimbulkan kerugian nyata bagi para Pemohon yaitu
tidak adanya rasa aman dari kejahatan-kejahatan tersebut, terbukti
dari tidak dapatnya ditindak oleh aparat hukum kejahatan kejahatan
yang berkembang sekarang ini sebagai akibat tidak terjangkau oleh
ketiga pasal tersebut;

Bahwa para Pemohon merasakan adanya keresahan masyarakat
atas maraknya perilaku seks bebas di luar nikah, kumpul kebo,
prostitusi, perkosaan dan cabul sesama jenis yang semakin marak
terjadi di Indonesia. Perilaku amoral demikian dewasa ini makin
marak terjadi Indonesia namun tidak dapat ditindak secara hukum
dikarenakan pasal-pasal a quo pada khususnya dan Pasal-pasal
dalam KUHP pada umumnya tidak dapat menjangkau penindakan
kasus-kasus seperti zina di luar pernikahan, perkosaan kepada laki-
laki, maupun cabul sesama jenis bagi pelaku yang sama-sama
dewasa maupun dilakukan oleh anak-anak kepada anak-anak;
Bahwa kejadian-kejadian ini sebenarnya amat memprihatinkan dan
mendorong para Pemohon untuk mengajukan permohonan ke
Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian Of Constitutions, di
mana Mahkamah diharapkan dapat memberikan perlindungan
hukum bagi seluruh warga Indonesia atas kejahatan tersebut;
Bahwa kekhawatiran ini bukan saja telah merugikan para korban
namun juga memberikan ketakutan bagi para Pemohon yang
merupakan para orang tua atas keselamatan anggota keluarganya,;
Bahwa para Pemohon khawatir adanya celah terhadap tindak

kejahatan yang tidak dicakup dalam KUHP memungkinkan seorang
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lelaki memperkosa lelaki lainnya tanpa ada hukuman yang jelas.

Pun bagi perempuan yang memperkosa perempuan, anak-anak

yang mencabuli anak-anak, maupun orang dewasa Yyang

mencabulisesama orang dewasa secara nyata tidak dapat

dijangkau oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di

Indonesia;

7. Bahwa kekosongan hukum dalam masyarakat ternyata
menimbulkan kerusakan moral yang berdampak pula pada
lingkungan sosial para Pemohon. Bukan saja keselamatan jiwa dan
kehormatan para Pemohon dan keluarganya yang terancam namun
juga merusak tatanan sosial. Sebagai contohnya maraknya aktivitas
kumpul kebo dan akibat pada anak yang dilahirkan. Selain itu juga
seks bebas dikalangan remaja dan anak-anak telah memberikan
ancaman sosial yang serius bagi generasi penerus dalam hal ini
anak-anak dan keluarga para Pemohon;

8. Bahwa secara bersama-sama para Pemohon mengalami kerugian
konstitutional atas berlakunya ketiga Pasal tersebut, karena ketiga
pasal tersebut tidak dapat menjangkau kejahatan-kejahatan
sebagaimana tersebut di atas,di mana kejahatan tersebut bisa
terjadi baik pada diri para Pemohon maupun keluarganya. Oleh
karenanya maka para Pemohon mengajukan judicial review atas
keberlakuan ketiga pasal tersebut;

9. Bahwa secara khusus masing-masing dari Pemohon mengalami
pula kerugian konstitutional atas berlakunya ketiga Pasal tersebut,
kerugian mana adalah khas sesuai dengan kapasitas masing-
masing Pemohon sebagai berikut:

9.1. Bahwa disamping merupakan seorang ibu dari empat orang
anak dan menjadi nenek dari seorang cucu, Pemohon I,
Profesor Euis Sunarti adalah seorang guru besar dalam bidang
Ketahanan Keluarga dari Institut Pertanian Bogor (IPB).
Pemohon I, memiliki keterkaitan erat dalam posisinya sebagai
seorang akademisi, pendidik dan tokoh yang menaruh
perhatian besar dalam pentingnya menjaga institusi keluarga
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dan perkawinan di Indonesia yang dijamin dalam Pasal 28B
ayat (1) UUD 1945. Sayangnya, gelombang besar perzinaan
secara bebas, tindakan perkosaan baik berbeda jenis kelamin
maupun terhadap yang sama jenis kelaminnya yang tak
tersentuh hukum, serta perilaku seks menyimpang, yakni
cabul sesama jenistelah memberikan ancaman serius pada
konsep dan institusi keluarga serta institusi perkawinan.
Pemohon sebagai Guru Besar dalam bidang Ketahanan
Keluarga melihat praktik-praktik demikian ~mengancam
ketahanan keluarga yang pada akhirnya mengancam
ketahanan nasional. Maka Pemohon | sebagai seorang Guru
Besar, yang memiliki hak konstitutional untuk memajukan dan
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun
masyarakat bangsa dan Negara sebagaimana dijamin dalam
Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, berkewajiban untuk melakukan
judicial review ini ke Mahkamah Konstitusi;

9.2. Bahwa Pemohon Il, Rita Hendrawaty Soebagio, M.Si. adalah
seorang ibu dari tiga orang anak yang tengah beranjak remaja.
Pemohon Il juga merupakan peneliti psikologi yang menelaah
kebebasan seksual yang terjadi saat ini,di mana Pemohon II
mendapati bahwa perzinaan, juga rumusan yang tidak tegas
dan jelas tentang perkosaan dan tidak tersentuhnya secara
hukum perbuatan cabul sesama jenis bagi orang dewasa
adalah gangguan terhadap kehidupan masyarakat, di mana
Pemohon Il secara nyata merasa amat ketakutan akan
menjadi korban pula dari situasi tersebut, misalnya anak —
anak pemohon yang beranjak remaja menjadi bingung
mendapati maraknya perzinaan secara bebas, kemudian
pemohon pun khawatir tentang keselamatan anak — anaknya
yang sudah tergolong dewasa itu jika menjadi korban
perkosaan dan atau percabulan sesama jenis.Pemohon Il juga
merasakan kegelisahan luar biasa atas cabul sesama jenis
yang menyasar pada remaja-remaja yang secara psikologis
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masih labil, di mana anak-anak Pemohon Il adalah juga bagian
dari kelompok remaja tersebut. Oleh karenanya, menggunakan
dasar hak konstitutional Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD
1945, Pemohon Il memohon kepada Mahkamah untuk dapat
menegakkan perlindungan atas martabat dan derajat manusia
dengan cara melakukan judicial review ke Mahkamah Agung;

Bahwa Pemohon lll, Dr. Dinar Dewi Kania, adalah seorang
Doktor dalam Bidang Pendidikan dan Pemikiran Islam yang
memiliki tiga orang anak. Pemohon Il mencermati
bahwasanya liberalisme dan sekularisme yang dibawa oleh
kampanye kebebasan seksual saat ini yang memandang
remeh perzinaan dan secara masif berupaya melegalisasi
perbuatan cabul sesama jenis adalah telah mencapai titik
pemikiran yang mengancam keutuhan NKRI, dan sayangnya
Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP sekarang ini justru
menjadi celah yang tidak bisa menyentuh permasalahan
tersebut sehingga sepatutnya ditinjau keberlakuannya.
Pemohon Il menyayangkan bahwasanya makna kebebasan
dalam Pasal-Pasal Hak Asasi Manusia (HAM) dalam UUD
1945 telah disalahgunakan oleh para pelaku perzinaan,
perkosaan, dan perbuatan cabul sesame jenis sebagai akibat
dari tidak terjangkaunya prilaku mereka oleh hukum karena
rumusan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP tersebut.
Aktivitas perzinaan, perkosaan, dan perbuatan cabul sesama
jenis jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai moral dan nilai-
nilai agama yang ada di Indonesia dan berpotensi mengancam
ketahanan keluarga yang merupakan landasan dari Ketahanan
Nasional. Sehingga Pemohon Il perlu menggunakan hak
konstitutionalnya selaku lbu dari tiga anak-anak yang masih
kecil untuk melindungi masa depan anak — anaknya tersebut
dengan mempertegas batasan-batasan kebebasan HAM
sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945

dalam upaya untuk menghormati hak asasi orang lain dalam
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kehidupan bermasyarakat dan berbangsa [Pasal 28J ayat (1)
UUD 1945] dengan cara melakukan judicial review ke
Mahkamah Konstitusi;

Bahwa Pemohon IV, Dr. Sitaresmi Soekanto, selain seorang
ibu dari 7 (tujuh) orang anak dan 4 (empat) orang cucu, adalah
juga seorang dosen agama Islam di Universitas Indonesia.
Pemohon IV menaruh perhatian tentang maraknya kegiatan-
kegiatan yang mempromosikan penyimpangan seksual
sehingga merupakan pelanggaran norma agama Islam (mata
kuliah yang diajarkan Pemohon 1V). Kegiatan-kegiatan
tersebut pada akhirnya akan memicu perzinaan, perkosaan
dan perbuatan cabul sesama jenis yang tidak terjangkau oleh
rumusan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP sekarang
ini. Pemohon [V berpendapat bahwa maraknya kegiatan
tersebut disebabkan tidak adanya kejelasan hukum yang
mengatur perzinaan, pemerkosaan dan larangan yang jelas
tentang perilaku seks menyimpang yakni cabul sesama jenis.
Sehingga Pemohon IV, memiliki hak konstitutional selaku Ibu
dan Nenek yang khawatir akan masa depan anak-anak dan
cucu-cucunya dari perilaku seksual menyimpang, untuk
mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum
sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sehingga perlu adanya judicial
review Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP;

Bahwa Pemohon V, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya, SS.
MBA adalah seorang ibu rumah tangga dan pengelola majelis
taklim dan organisasi pemberdayaan perempuan dan
ketahanan keluarga yang memiliki jejaring kaum ibu di seluruh
Indonesia. Pemohon V dan jejaring kaum Ibu di seluruh
Indonesia amat berkepentingan dengan pemberdayaan
perempuan, terciptanya  ketahanan  keluarga  serta
perlindungan anak di seluruh Indonesia, dalam hal ini

Pemohon V hendak memastikan anak dan keluarganya tidak
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menjadi korban dari kekosongan hukum terkait perzinaan,
perkosaan dan perbuatan cabul sesama jenis. Maraknya
perzinaan, kekerasan seksual dan perkosaan serta perilaku
seks sesama jenis adalah amat mengganggu kenyamanan
dan ketenangan Pemohon V dalam memberdayakan
perempuan Indonesia dan turut serta dalam membangun
ketahanan keluarga dan perlindungan anak Indonesia
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28G
ayat (1) UUD 1945. Sehingga Pemohon V memutuskan untuk
bertindak nyata sehingga perlu adanya judicial review Pasal
284, Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP;

Bahwa Pemohon VI, Dr. Sabriaty Aziz, dan Pemohon VII Sri
Vira Chandra D, adalah para ibu yang juga menjadi pimpinan
Majelis Taklim Muslimah di Indonesia yang amat mengutuk
keras praktik perzinaan secara bebas, perkosaan dan
kekerasan seksual, serta praktik cabul sesama jenis. Pemohon
VI dan Pemohon VII juga yakin bahwa semua agama di
Indonesia juga tidak memperbolehkan adanya praktik seks
menyimpang yakni perzinaan, perkosaan dan cabul sesama
jenis sebagaimana yang sekarang ini menjadi wabah di
Indonesia. Ternyata Pemohon VI dan Pemohon VII dapati
Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP saat ini justru tidak
dapat menjangkau aktivitas seks menyimpang yang marak
terjadi. Pemohon VI dan Pemohon VII menyadari bahwa
dasar-dasar fundamental Negara Indonesiaberbasiskan nilai-
nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dijamin dalam
Pembukaan UUD 1945 sebagaimana dikenal sebagai Sila
Pertama Pancasila serta Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang
memiliki dasar luhur dan beradab, sehingga perlu
adanyajudicial review terhadap Pasal 284, Pasal 285 dan
Pasal 292 KUHP;

Bahwa Pemohon VIII dan Pemohon IX, Fithra Faisal Hastiadi,

Ph.D dan Dr. Tiar Anwar Bachtiar adalah para dosen/
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akademisi pria sekaligus ayah dan kepala keluarga yang amat
peduli dengan pendidikan anak dan ketahanan keluarga.
Maraknya perzinaan secara massif, kekerasan seksual dan
perilaku seksual sesama jenis amat mengusik kenyamanan
Pemohon VIII dan Pemohon IX, terlebih lagi Pasal 284, Pasal
285 dan Pasal 292 KUHP tidak dapat menjangkau kejahatan
yang terjadi saat ini. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran
terhadap keamanan, keselamatan dan masa depan bangsa
serta anak-anak dan keluarga dari Pemohon VIII dan
Pemohon IX sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1)
dan ayat (2) dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, sehingga
perlu adanya judicial reviewterhadap Pasal 284, Pasal 285 dan
Pasal 292 KUHP;

Bahwa Pemohon X Qurrata Ayuni, S.H. Pemohon XI Akmal,
S.T., M.Pd.l dan Pemohon XlI Dhona El Furqgon, S.H.l., M.H.
adalah paraorang tua dan aktivis LSM Indonesia yang peduli
dengan ketahanan keluarga dan perlindungan anak. Para
Pemohon sangat khawatir dengan kekerasan seksual terhadap
anak, perkembangan perzinaan secara massif, kekerasan dan
perkosaan serta perilaku seks sejenis yang makin provokatif
menampakkan diri di masyarakat sebagai akibat dari tidak
terjangkau oleh hukum dalam hal ini Pasal 284, Pasal 285 dan
Pasal 292 KUHP. Dimana kesemuanya berpotensi
mengganggu masa depan  anak-anaknya.  Perilaku
menyimpang ini merupakan sebuah ancaman serius yang
dapat merusak lingkungan sosial tempat tumbuhkembanganak
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945,
sehingga perlu adanya judicial review terhadap Pasal 284,
Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut para Pemohon
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1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh kd'}ff?l\ﬁe‘ﬂ&e@ : )
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

terdapat kerugian hak konstitutional para Pemohon dengan
berlakunya Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP ternyata

menimbulkan hilangnya rasa aman,